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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
[bookmark: _heading=h.65i3c3bbbm20]NOMOR : 050/00007/437.53/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
	Menimbang
	:
	a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:

	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk :
a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

	KETIGA
	:
	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dimanfaatkan  untuk :
a. Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
b. Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
c. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

	KELIMA
	:
	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 050/0007/437.53/2025 tentang Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi.

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



	
	Ditetapkan di   Gresik
Pada Tanggal:       Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



Dr. S HARIYANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

	
	







Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 
Nomor	: 050/000007/437.53/2026
Tanggal	:      Juli 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

	Tugas
	:
	memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.

	Fungsi
	:
	a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan pemerintahan di bidang pendidikan;  
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.




	Kode
	
	Indikator Kinerja Utama

	T.
	
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan

	I.K.T 
	
	Indeks Pendidikan

	 
	a. 
	Definisi:

	
	
	Indeks Pendidikan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan pendidikan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat akses, kualitas, dan capaian pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pengukuran pembangunan manusia. 
Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.

	
	b.
	Satuan

	
	
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0-1.
Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik tingkat pembangunan pendidikan di daerah 

	
	c.
	Formula Perhitungan

	
	
	

Keterangan:
·  = Indeks Pendidikan
·  = Indeks Harapan Lama Sekolah
·  = Indeks Rata – rata Lama Sekolah
·  = Harapan Lama Sekolah
·  = Rata – rata Lama Sekolah

	
	d.
	Sumber Data:

	
	
	Data diolah oleh Dinas Pendidikan berdasarkan data HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata – rata Lama Sekolah) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

	S.1
	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan

	I.K.S. 1 
	
	Indeks SPM kategori tuntas madya

	 
	a.
	Definisi:

	
	
	Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan, SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan, baik pada tingkat individu (peserta didik), sekolah dan skala nasional. Indeks SPM adalah indeks yang menggambarkan tingkat capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian nasional, dengan target minimal berada pada kategori Tuntas Madya sesuai pedoman pengukuran SPM.
Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.

	
	b.
	Satuan

	
	
	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, dengan kategori:
1. 100 (Tuntas Paripuna)
2. 90-99 (Tuntas Utama)
3. 80-89 (Tuntas Madya)
4. 70-79 (Tuntas Pratama)
5. 60-69 (Tuntas Muda)
6. <60 (Belum Tuntas)
Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik layanan dasar bidang pendidikan di daerah.

	
	c.
	Formula Perhitungan

	
	
	Formula Indeks Capaian SPM Pendidikan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formula sebagai berikut:
	Indeks Capaian SPM 
	=
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%)
	+
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima Layanan (80%)



Keterangan: 
1. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut: 
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Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Mutu Minimal Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Mutu Minimal Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar. 
Keterangan: 
· Bobot grup j : Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator mutu minimal layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
· Capaian IMML i grup j Tahun N : Capaian mutu minimal layanan dasar berasal dari pencapaian tiap indikator mutu minimal layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
· Delta IMML i grup j Tahun N* : Delta mutu minimal layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator mutu minimal layanan dasar.
2. Persentase pencapaian penerima layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut: 
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Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Penerima Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Penerima Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian penerima layanan dasar.
Keterangan: 
· Bobot grup j : Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator penerima layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
· Capaian IPL i grup j Tahun N : Capaian penerima layanan dasar dari pencapaian tiap indikator penerima layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
· Delta IPL i grup j Tahun N* : Delta penerima layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator penerima layanan dasar.

	
	d.
	Sumber Data:

	
	
	Data Rapor Pendidikan yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

	S.2 
	
	Meningkatnya aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan

	I.K.S.2.1
	
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun

	 
	a.
	Definisi:

	
	
	Rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.
Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.

	
	b.
	Satuan

	
	
	Tahun, dengan rentang nilai 0-15 Tahun
Indikator bersifat Positif: semakin tinggi nilai maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.

	
	c.
	Formula Perhitungan

	
	
	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.
Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
b. SD/Sederajat = 6 tahun;
c. SMP/Sederajat = 9 tahun;
d. SM/Sederajat = 12 tahun;
e. D1/D2 = 14 tahun;
f. D3 = 15 tahun;
g. D4 = 16 tahun;
h. S1 = 17 tahun;
i. Profesi = 18 tahun;
j. S2 = 19 tahun;
k. S3 = 22 tahun.
Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1


Keterangan:
·  = Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
·  = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
·  = Lama sekolah penduduk ke-i

	
	d.
	Sumber Data:

	
	
	Data Rata – Rata Lama Sekolah (Penduduk 15 tahun ke atas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

	I.K.S.2.2
	
	Harapan Lama Sekolah

	 
	a.
	Definisi:

	
	
	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.
Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.

	
	b.
	Satuan

	
	
	Tahun, dengan rentang nilai 0 – 18
Indikator bersifat Positif: semakin tinggi nilai maka semakin tinggi peluang penduduk menempuh pendidikan pada masa mendatang

	
	c.
	Formula Perhitungan

	
	
	
Keterangan:
· FK = Faktor Koreksi Pesantren
·  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
·  = Jumlah penduduk usia i pada tahun t
·  = Usia (7,8, … , n)

	
	d.
	Sumber Data:

	
	
	Data Harapan Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
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